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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa pelaksanaan 

pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jogja-Solo mematuhi ketentuan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum. Respon positif dari responden terhadap pemberian Uang Ganti 

Rugi (UGR) mencerminkan kepuasan mereka, terutama karena jumlah ganti 

kerugian yang diberikan oleh pemerintah mencapai tiga kali lipat dari harga normal 

di Kalurahan Malangjiwan. Hal ini mampu mencegah konflik antar pihak yang 

terlibat dalam proses ganti kerugian. Meskipun demikian, terdapat ketidaksesuaian 

pada proses pelaksanaan, terutama di Desa Malangjiwan. Polusi yang dihasilkan dari 

pembangunan jalan tol menyebabkan dampak kesehatan bagi warga sekitar, yang 

mengalami batuk dan kesulitan bernafas. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap 

pengairan lahan sawah di sekitar pembangunan menimbulkan masalah serius bagi 

penduduk yang menggantungkan hidupnya pada pertanian. Upaya mitigasi terhadap 

ketidaksesuaian ini juga dinilai kurang intensif oleh pemerintah. 
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B. Saran 

 

Penyuluhan yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah hanya 

berfokus pada proses ganti kerugian saja, oleh karena itu penitia pelaksana 

pengadaan tanah melakukan tahapan penyuluhan kembali dengan warga supaya 

masyarakat menjadi nyaman dengan proses pembangunan jalan tol Jogja-Solo dan 

meminta apa yang sudah menjadi haknya. Mengingat jika warga yang terdampak 

Sebagian besar pekerjaan adalah seorang petani dan buruh tani, jika permasalahan 

air yang menjadi faktor utama pertumbuhan di persawahan itu tidak cukup serta 

terkait dengan kesehatan masyarakat polusi udara yang sangat membahayakan bagi 

anak-anak ketika udara disekitar nya tidak sehat dan bersih. Oleh karena itu, perlu 

adanya perhatian lebih lanjut dari pihak terkait, terutama pemerintah, untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol tidak hanya 

mematuhi aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan 

secara menyeluruh. Upaya mitigasi yang lebih intensif dan perencanaan yang 

matang perlu diterapkan agar keberlanjutan proyek dapat dipertahankan tanpa 

merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Terutama dalam proses 

pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum 

Kabupaten Klaten. 
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